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ABSTRAK

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MASALAH
ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (1UU) FISHING
DI PERAIRAN NATUNA, 2014-2019

Oleh
INTAN NATA SASMITA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Illegal Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing yang masih terjadi di Perairan Natuna. Pencurian
ikan yang dilakukan secara ilegal oleh nelayan asing di Perairan Natuna
termasuk dalam tindak kejahatan lintas batas negara (Transnational Crime).
Kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku illegal fishing oleh
Pemerintah Indonesia adalah kebijakan dalam mengatasi praktik IUU Fishing
yang ditujukan agar pelaku jera. Namun penangkapan ikan secara ilegal di
Perairan Natuna masih sering terjadi sehingga diperlukan solusi untuk
mengatasi masalah tersebut. Peneliti menggunakan teori diplomasi maritim dan
konsep 1UU Fishing dalam mengkaji masalah ini. Peneliti juga menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan jenis data primer melalui wawancara
dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Subdit Kerjasama Luar
Negeri dan data sekunder melalui buku, dokumen, jurnal, berita dan website
resmi negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa diplomasi maritim berfungsi
secara efektif dalam membantu mewujudkan kepentingan suatu negara. Dalam
masalah 1UU Fishing di Perairan Natuna, Indonesia menggunakan ketiga
pendekatan dalam diplomasi maritim yaitu diplomasi maritim kooperatif,
diplomasi maritim persuasif dan diplomasi maritim koersif. Melalui diplomasi
maritim di Perairan Natuna tahun 2014-2019, Indonesia berkontribusi
menciptakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menyelesaikan
permasalahan-permasalahan di laut yang mempengaruhi 1UU Fishing di
Perairan Natuna.

KATA KUNCI: Diplomasi Maritim, IUU Fishing, Indonesia, Perairan Natuna



ABSTRACT

INDONESIAN MARITIME DIPLOMACY IN
ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (1UU) FISHING
IN NATUNA WATERS, 2014-2019

By
INTAN NATA SASMITA

This study is aimed to understand regarding Illegal Unreported and
Unregulated (1UU) fishing which still occured over the Natuna waters. Fish
theft carried out illegally by foreign fishermen over the Natuna waters was
transnational crime. The policy of sinking foreign ships against perpetrators of
illegal fishing by the Government of Indonesia was a policy in overcoming the
practice of IUU fishing which was intended to deter perpetrators. However,
illegal fishing over the Natuna waters was still common practice, thus a
solution was needed to overcome this problem. This research used the theory
of maritime diplomacy and the concept of IUU Fishing. Researcher also used
qualitative research method with primary data sources through conducted
interviews with the Sub-Directorate of Foreign Cooperation in The Indonesian
Maritime Security Agency, and secondary data sources such as books,
documents, journals, news and the state's official website. The results of the
study revealed maritime diplomacy functioning effectively to realize the
national interests. In the matter of IUU Fishing over the Natuna Waters,
Indonesia used three approaches in maritime diplomacy: cooperative maritime
diplomacy, persuasive maritime diplomacy and coercive maritime diplomacy.
Through Indonesia’'s maritime diplomacy over the Natuna Waters in 2014-
2019, Indonesia contributed in regional peace and stability by resolving lUU
fishing problems over the Natuna Waters.

KEYWORDS: Maritime diplomacy, IUU Fishing, Indonesia, Natuna waters
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

IUU Fishing ialah kegiatan perikanan secara tidak sah, penangkapan
ikan yang tidak dilaporkan (Unreported fishing) serta penangkapan ikan yang
tidak diatur (Unregulated fishing) dikenal sebagai Illegal Unreported and
Unregulated Fishing.! IUU Fishing suatu masalah utama negara yang memiliki
wilayah kawasan perairan yaitu Indonesia yang mempunyai banyak potensi
sumber daya lautan yang tinggi. IUU Fishing terjadi dikarenakan sektor
perikanan global suatu negara permintaan produk perikanan meningkat,
kekurangan stok ikan, berkurangnya armada penangkapan ikan, adanya
pembatasan lisensi perikanan. IUU Fishing membahayakan potensi sumber
daya perikanan juga kesejahteraan rakyat terutama kehidupan sosial ekonomi
nelayan yang mata pencarian menangkap ikan.

Praktik IUU Fishing isu yang menjadi perhatian dunia sehingga harus
segera di atasi oleh pemerintah Indonesia, IUU Fishing ini melanggar hukum
kebijakan yang dilakukan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dan Kapal
Perikanan Indonesia (KII) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-
NRI).2 Terjadinya praktik penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan
negara lain di wilayah perairan Indonesia mengakibatkan kerugian akibat
praktik penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia menurut Badan Pangan

Dunia atau FAO mencapai 30 triliun per tahunnya, sedangkan menurut Menteri

! Kementrian Luar Negeri RI. Diakses melalui
www.Kemlu.Go.ld/Pages/Lissuedisplay.Aspx?ldp=20&L=Id, pada 20 Desember 2019, pukul
09.00 WIB.

2 Bappenas, Konsep “Moinstreoming Oceon Policy” kedalam Rencana Pembangunan Nasional,
(Jakarta: 2014), hal. 130.



Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dapat mencapai US$ 20 miliar atau Rp
240 triliun per tahunnya.?

Kegiatan penangkapan ikan yang terjadi di kawasan perairan
Indonesia dilakukan oleh kapal negara lain merupakan tindakan kejahatan
lintas negara (transnational crime) pelaku yang melakukan berbagai aktivitas
kejahatan melampaui batas negara, kegiatan dan jaringan lintas batas negara
menjadi masalah serius bagi Indonesia untuk segera terselesaikan.* Untuk
memerangi kejahatan transnasional dibutuhkan kerja sama Internasional yang
tidak hanya dilakukan satu negara diperlukan pencegahan dan pemeberantasan
IUU Fishing. 1IUU Fishing banyak dilakukan negara lain yang berasal dari
Filipina, Thailand, Vietnam, Tiongkok, Jepang, Malaysia dan Singapura.
Perairan Indonesia memiliki beberapa titik yang rawan terhadap praktik
penangkapan ikan daerah titik rawan terletak pada perairan Natuna, perairan di
sekitar Maluku, perairan Sulawesi Utara dan Laut Arafura.’ Penyebabnya
karena wilayah perairan tersebut memiliki potensi besar dalam sumber daya
laut dan letaknya yang strategis berbatasan dengan perairan yang terbuka
sehingga memungkin nelayan negara asing masuk ke wilayah perairan
Indonesia untuk melakukan praktik IUU Fishing.

Luasnya perairan Natuna dan besarnya potensi sumber daya perikanan
perairan Natuna termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711)
yang rawan terjadinya kegiatan IUU Fishing.® WPP 711 wilayah perairan
berbatasan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Tiongkok dan
Singapura. Wilayah perairan ZEE Natuna yang terletak di ujung utara
Indonesia sebagai kawasan strategis karena digunakan kegiatan pelayaran
Internasional yang berbatasan dengan negara ASEAN dan dikelilingi oleh

perairan Laut Cina Selatan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka

3 http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-
illegal-fishing-rp-240-triliun, diakses 19 November 2015

4 Simela Victor Muhamad.. Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012. lllegal Fishing Di Perairan
Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan.

% Ibid.

& Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 9 No. 1 (Maret 2019): 105-113
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Berbasis Daya Dukung Lingkungan Perairan Di
WPPNRI 711. https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/19100/16629



- Singapura - Filipina). Natuna juga terkenal dengan penghasil minyak dan
gas.” Berikut gambar wilayah peta perairan Natuna.
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Gambar 1.1 Peta Perairan Natuna

Sumber : Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras

Dapat kita lihat dari gambar peta perairan Natuna tersebut lokasi
strategis wilayah perairan Natuna berseberangan dengan beberapa negara lain
seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Tiongkok. Menjadikan perairan
Natuna sebagai jalur perdagangan pelayaran dunia. Perairan Natuna ini kaya
akan potensi sumber daya perikanan, komoditas perikanan Natuna terbagi
dalam dua kategori yaitu ikan demersal dan ikan plagis. Ikan demersal yang
dapat ditemukan di bagian pantai dan perairan dalam sedangkan ikan pelagis
kelompok ikan yang berada pada lapisan permukaan air sedangkan Ikan yang
berpotensi dikembangkan di perairan Natuna seperti ikan jenis ikan napoleon,
kerapu, tenggiri, ekor kuning kembung, selar, rajungan, cumi-cumi, udang

windu, kepiting, udang putih, sotong dan masih banyak lagi.

Potensi stok ikan yang dimiliki Perairan Natuna pada 2011 mencapai
1.059.000 ton per tahun atau sekitar 50 persen (WPP RI) 711 termasuk

" Indonesia Marine Fellows Program - MFP. Perikanan Natuna Dan Kesejahteraan Nelayan Pasca
Penerapan Kebijakan IUU Fishing. Desember 2018. https://www.conservation-
strategy.org/sites/default/files/field-file/MFP_Natuna_Bahasa_Optimized.pdf.



Perairan Natuna.® Pada jalur Internasional, tangkapan yang diizinkan mencapai
403.370 ton dan tahun 2014 eksploitasi pengelola perikanan Natuna mencapai
233.622 ton atau 46 persen dari total potensi keberlanjutan stok sumber daya

perikanan.® Berikut potensi ikan di wilayah perairan Natuna.

Tabel 1.1 Potensi Ikan pada WPP RI 711 termasuk laut Natuna

Kelompok Potensi Ikan (Ton)

Jenis lkan -~ 2011®  2016® 20179 ]
| Pelagis Kecil ~ 621.500 395.451 330284 |

Pelagis Besar 66.100 198.994 185.855

Demersal 334.800 400.517 131.070

Karang 21.600 24.300 20.625

Udang 11.900 78.005 62.342

Lobster 400 979 1.421

Kepiting Tda 502 2.318

Rajungan Tda 9.437 9.711

Cumi-Cumi 2.700 35.155 23.499

Total Potensi 1.059.000 1.143.341 767.126

Sumber: a) Kepmen KP No. 45/Men/2011
b) Kepmen KP No. 47/ KEPMEN-KP/2016
c¢) kepmen KP No 50/KEPMEN-KP/2017

Dari tabel 1.1 Potensi ikan pada WPP RI 711 ditahun 2011 dengan
2016 total potensi ikan perairan natuna meningkat akan tetapi di tahun 2017
mengalami penurunan. Adakah hal penyebab wilayah WPP RI 711 mengalami
kenaikan dan penurunan karena kurangnya pengelolaan atau disebabkan hal
lainnya. Potensi di perairan Natuna yang melimpah ini diharapkan dapat
membantu sektor perekonomian Indonesia, dimanfaatkan secara optimal untuk
menaikan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang agar dapat

mensejahterakan masyarakat Indonesia.

8 Kementrian Perikanan dan Kelautan. “SKPT Natuna”. Di akses melalui
https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-skpt-natuna, pada 15 Juni 2020, pukul 14.30 WIB.
® Ibid




Dari jumlah total potensi ikan di WPP RI 711 memungkinkan banyak
pelaku IUU Fishing di wilayah perairan Natuna. Titik rawan di perairan
Natuna pencurian ikan yaitu berada di sekitar Natuna Besar, Pulau Serasan,
Pulau Bunguran, Pesisir Pulau Natuna, Midai, Laut China Selatan dan
Tambelan.’® Praktik IUU Fishing ini berdampak terhadap perekonomian
Indonesia karena potensi perikanan Indonesia terutama perairan Natuna dapat
dikembangkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia dan berdampak bagi
nelayan di perairan Natuna aktivitas mereka terhambat dan hasil tangkapan
ikannya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Berikut ini jumlah
kapal pelaku 1UU fishing di perairan Natuna yang di tenggelamkan.
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Gambar 1.2 Jumlah Kapal Pelaku 1UU Fishing Yang Ditangkap
di Perairan Natuna

Sumber : Kementrian Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP

Gambar diatas menujukkan bahwa masih banyak terjadi pencurian
ikan ilegal di perairan Natuna di tahun 2014 terjadi 7 kapal, 2015 terjadi 21
kapal, 2016 ada sebanyak 83 kapal di tangkap, 2017 terjadi 75 kapal, 2018 ada

10 Kompas, ’kekayaan dan Potensi Natuna”. diakses melalui
https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/190000869/kekayaan-dan-potensi-
natuna?page=all. pada 20 Maret 2020 pukul 20.00 WIB.



50 kapal dan 2019 hanya ada 27 kapal yang di tangkap. Dari praktik
penangkapan ikan secara ilegal ini memberikan dampak kerugian ekonomi dan
sumber daya perikanan. Adanya fakta pada tabel 1.1 bahwa potensi perikanan
tangkap di perairan Natuna yang melimpah dan fakta pada gambar 1.2 masih
terjadi pencurian ikan secara ilegal yang memanfaatkan sumber daya perikanan
Natuna. Dari potensi kekayaan kelautan yang berlimpah, WPPNRI 711
termasuk perairan Natuna memiliki posisi strategis yang dapat memancing
pihak tertentu dalam melakukan 1UU Fishing, kerugian dari praktik pencurian
ikan yang terjadi di Indonesia mencapai Rp 27 triliun sampai Rp 54
triliun/tahun.’*  Jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit termasuk jumlah
angka besar jika di bandingkan dengan kerugian yang diakibatkan illegal
fishing dengan perairan lainnya. Dan kerugian lainnya tidak dapat dinilai
secara materil yaitu citra negatif negara Indonesia yang dianggap tidak mampu
menjaga keamanan perairan Indonesia dengan baik dan mengelola sumber
daya kelautan dan perikanan dikalangan dunia Internasional.*?

Terjadinya praktik IUU Fishing di wilayah ZEE Indonesia termasuk
perairan Natuna melanggar hukum kebijakan di Indonesia yang terdapat dalam
ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum asing dapat
memasuki wilayah perairan Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional
atau hukum kebijakan yang berlaku dalam melakukan usaha penangkapan
ikan.®* Namun dalam ketentuan undang-undang No. 31 Tahun 2004 mengalami
perubahan menjadi UU No 45 Tahun 2009 yang isinya “Dalam melaksanakan
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas
perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman dan
pembakaran kapal perikanan negara asing dengan bukti permulaan yang

cukup”.14

1 Nikijuluw, V. P. H., 2008. Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan llegal. PT
Pustaka Cidesindo, Jakarta.

12 Kementrian Perikanan dan Kelautan, diakses melalui https://kkp.go.id/djpsdkp/page/164-profil
13 |gnatius Yogi Widianto Setyadi. Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal
Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014.

14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Di akses dari www.dpr.go.id.



Adanya IUU Fishing memberikan berbagai dampak negatif bagi
perekonomian, perpolitikan maupun lingkungan di Natuna. Di bidang
ekonomi, perairan Natuna penangkapan ikannya terlalu banyak atau
mengalami overfishing nelayan di perairan Natuna yang dirugikan dan
berkurang jumlah stok ikan dilautan menjadi suatu masalah bagi perusahaan
ikan besar dan juga nelayan. Masalah di bidang politik mempengaruhi pola
hubungan negara dengan negara lain yang melakukan illegal fishing. Jika
pencurian ikan secara ilegal ini tidak di cegah maka pasokan ikan di perairan
Natuna akan terus menurun hingga menjadi langka dan mata pencaharian
nelayan menjadi menurun karena hasil ikan tangkap kalah bersaing dengan
kapal negara lain. Dalam bidang lingkungan terjadi kerusakan habitat laut
akibat eksploitasi besar-besaran dan sumber daya laut mengalami jumlah
penurunan akibat penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang.

Masih banyaknya tindakan pelanggaran praktik 1UU Fishing oleh
kapal negara asing, untuk menjaga keamanan laut maka pemerintah perlu
mengambil tindakan tegas dengan penegakan hukum. Karena masih adanya
suatu masalah di perairan Natuna sehingga upaya mewujudkan kemanan
maritim di kawasan Natuna belum optimal dan masih terhambat, diperlukan
upaya diplomasi maritim untuk mekanisme pemerintah jika terjadi persoalan
atau benturan pada aspek kepentingan nasional. Upaya diplomasi maritim
tersebut agar mengurangi konflik, menghapus ancaman, menghalangi lawan
dan memecahkan perbedaan pendapat. Dalam berdiplomasi sangat diperlukan
untuk membangun komunikasi agar terjalin suatu hubungan antar aktor yang

telibat dalam sektor maritim antar negara agar saling membantu.*

Diplomasi maritim salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah
penangkapan ikan di Natuna yang didukung dengan hukum kebijakan
Internasional dengan diperkuat hukum kelautan dan perikanan. Diplomasi
maritim sebagai alat untuk mencapai kepentingan suatu negara yang digunakan
oleh pemerintah maupun angkatan laut untuk menyelesaikan permasalahan

maritim Adapun diplomasi maritim Indonesia mengacu pada pembangunan

15 Seminar Nasional Kelautan X1V. Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir
Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang
Tuah Surabaya. Di akses pada 11 Mei 2020.



negara Indonesia mewujdukan poros maritim dunia dalam masa pemerintahan
Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.1° Diplomasi maritim sebagai aspek
keamanan yang mendukung terciptanya stabilitas keamanan di wilayah
perairan Indonesia. Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar yang
wilayah perairannya rentan dengan berbagai kejahatan maritim seperti Human
Tracffiking, People Smuggling, Illegal Fishing Drugs Tracffiking, Terrorism,
Imigran Ilegal, pencemaran laut pembajakan dan kejahatan lainnya.!” Berbagai
ancaman di wilayah perairan di Indonesia dapat mengganggu perdamaian dan

kepentingan nasional, serta keamanan kawasan dan global.

16 Kementrian Komunikasi dan Informasi, diakses melaui
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/O/kerja_nyata pada
20 Juni 2010, pukul 11.00 WIB.

17 Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri, Pusat
Kajian dan Pengembangan Kebijakan Pada Organisasi Internasional, diakses melalui
kemenlu.go.id



1.2 Rumusan Masalah

IUU Fishing menjadi masalah suatu negara yang memiliki wilayah
lautan, salah satunya bangsa Indonesia. Dengan adanya praktik Illegal
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang terjadi di perairan Indonesia
semakin mengkhawatirkan. Dalam hal ini perlu ada upaya pemerintah dalam
mengatasi pencegahan IUU Fishing salah satunya dengan penyelesaian
diplomasi maritim untuk mencapai keamanan dan integritas kedaulatan
wilayah Indonesia terutama di perairan Natuna mengingat perairan Natuna
menjadi salah satu titik rawan dalam praktik illegal fishing.

Sehingga Indonesia perlu memperkuat identitasnya sebagai negara
maritim, diperlukan membangun komunikasi dengan diplomasi maritim untuk
menjalin hubungan antar aktor negara yang terlibat dalam kepentingan bersama
dalam bidang keamanan maritim. Maka hal menarik untuk diteliti dan dikaji
ialah “Bagaimana diplomasi maritim Indonesia mengenai masalah 1UU

Fishing perairan Natuna pada tahun 2014-2019?”
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1.3 Tujuan Penelitian

Penulis memiliki dua tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut,

yakni untuk:

1.

Mendeskripsikan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing
di Perairan Natuna dari tahun 2014 hingga 2019; dan
Menganalisis berbagai upaya Diplomasi Maritim dalam masalah
Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing di perairan Natuna
2014-20109.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memiliki dua kegunaan.

1.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
dan ilmu tambahan dalam fokus kajian Internasional. Dalam
penerapan teori diplomasi maritim untuk kepentingan nasional
suatu negara dalam displin Ilmu Hubungan Internasional.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dan pemerintah
Indonesia serta berbagai negara di dunia Internasional untuk
keamanan maritim dalam mengatasi masalah IUU Fishing di

perairan Natuna.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa literature digunakan
sebagai landasan dalam pembangunan kerangka pemikiran sebagai bahan
informasi atau referensi yang berkaitan dengan penelitian dan mempunyai tema
yang sejenis. Peneliti menemukan 4 penelitian terdahulu lebih spesifikasi dan
berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rijal Alam
Muhammad, yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.*® Rijal mengangkat judul Diplomasi Maritim Indonesia Dalam
Menangani Praktik Illegal Fishing Di Selat Malaka Tahun 2014. Menjelaskan
bahwa isu illegal fishing menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia,
penelitian ini bertujuan untuk memperkuat sektor perikanan dan kelautan agar
dapat mengurangi atau menghilangkan kegiatan illegal fihsing yang
menyebabkan kerugian negara.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal bertentangan dengan hukum
yang berlaku. Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia perlu
menangani pencurian ikan yang masih terjadi di wilayah perairan Indonesia
mengingat hasil potensi perikanan laut Indonesia dapat memakmurkan bangsa
Indonesia. Indonesia menggunakan pendekatan hard structure dan soft
structure dalam mengatasi praktik illegal fishing di WPP-NRI. Dengan

melakukan operasi pengawasan di laut maupun bekerjasama dengan negara di

18 Rijal Alam Muhammad. Diplomasi Maritim Dalam Menangani Praktik Illegal Fishing Di Selat
Malaka Tahun 2014. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2018.
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19601>
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kawasan regional, memeriksa dokumen perizinan, contoh negara Malaysia dan
Singapura mengunakan Vessel Monitoring System (VMS) vyaitu untuk
pemantauan dan mengetahui pergerakan kapal perikanan.

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengidentifikasi dan
menganalisis efektivitas pemerintah Indonesia dalam mengatasi penangkapan
ikan ilegal di Selat Malaka pada tahun 2014. Metode yang digunakan dengan
metode penelitian kualitatif data sekunder melalui instrumen, dimana data
sekunder adalah suatu rekaman peristiwa yang jauh dari sumber aslinya.

Penelitian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yeni
Caniago, adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas.!®
Penelitian tersebut berjudul Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietham
Dalam Mengatasi IUU Fishing Pada Era Joko Widodo. Dalam penelitian
menjelaskan IUU Fishing merupakan masalah yang dihadapi Indonesi di sektor
maritim dan menjadi perhatian serius pemerintah Joko Widodo untuk
mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. Praktik IUU Fishing oleh KIA
Vietnam di Perairan Laut Natuna Utara sebagai pelaku 1IUU Fishing yang
tertinggi menjadi permasalahan maritim yang merugikan serta berdampak pada
gesekan antara Indonesia dan Vietnam.

Penelitian ini bertujuan mengatasi IUU Fishing yang ditemukan oleh
Christian Le Miere dalam menganalisis diplomasi maritim Indonesia dengan
Vietnam yang dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu diplomasi maritim
persuasif, diplomasi maritim koersif dan diplomasi maritim kooperatif.

Penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan kualitatif
dengan metode penulisan deskriptif menggunakan kombinasi studi pustaka dan
studi lapangan. Penulis menemukan Indonesia melakukan diplomasi maritim
kooperatif dengan Vietnam. Indonesia melakukan diplomasi maritim melalui
Angkatan Laut dan BAKAMLA dan melakukan perundingan pada level
bilateral dan multilateral melalui ASEAN. Selain itu, negara Indonesia
memaknai diplomasi maritim secara luas dengan melibatkan banyak aktor yang

belum memiliki peranan dalam diplomasi maritim Indonesia.

19 Rahma Yeni Caniago. Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Mengatasi IlUU
Fishing Pada Era Joko Widodo. Universitas Andalas 2019. < http://scholar.unand.ac.id/47695/>
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Penelitian yang ketiga, penelitian yang ditulis oleh Muhammad
Edrian Ekaputra merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas
Dipenegoro.?’ Penelitian tersebut berjudul Kerjasama Keamanan Maritim
Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU Fishing di Laut Arafura. Penulis
menjelaskan IUU Fishing di Indonesia adalah kejahatan yang dilakukan oleh
nelayan dengan menimbulkan banyak kerugian. Praktik ITUU Fishing banyak
dilakukan dikawasan perairan Arafura yang berbatasan dengan Australia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia dan
Australia melakukan kerjasama dalam menangani IUU Fishing di Laut Arafura
serta dampak yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan kerja
sama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi pencurian ikan secara
ilegal di Arafura. Teori dan konsep yang digunakan liberalisme dan kejahatan
transnasional, keamanan maritim dan kerjasama. Metode Penelitian
menggunakan penelitian kualitatif dengan wawancara dan studi pustaka dengan
tipe penelitian eksplanatif untuk melihat kerjasama bilateral dan multilateral
antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi pencurian ikan di Laut
Arafura. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut sebagai upaya terciptanya
keamanan maritim agar bermuara terlindunginya sektor pertahanan dan
ekonomi.

Adanya IUU Fishing di Laut Arafura, membuat kedua negara
Indonesia dengan Australia menjalin kerjasama dan menjaga hubungan dengan
baik agar terhidar dari ancaman IUU Fishing, kerjasama tersebut berdasarkan
kepentingan nasional setiap negara. Australia melihat kerjasama ini dapat
mencegah nelayan Indonesia melakukan pencurian ikan di perairan Australia.
Sementara, kerjasama ini penting bagi Indonesia karena adanya bantuan yang
diberikan Australia dapat dimanfaatkan baik secara finansial, teknis dan
diplomatik agar praktik IUU Fishing diangkat dalam forum PBB sebagai

kejahatan Internasional.

20 Muhammad Edrian Ekaputra. Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam
Menangani IUU Fishing di Laut Arafura. Universitas Dipenegoro. 2018.
<http://eprints.undip.ac.id/61337/>
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Penelitian yang keempat penelitian yang ditulis oleh Ray Maximillin
Christianto Haryono yang merupakan mahasiswa Hubungan Internasional
Universitas Katolik Parahyangan.?! Ray mengangkat judul Sekuritisasi Kasus
Illegal Fishing di Natuna Oleh Pemerintah Indonesia (Studi Kasus
Penembakan Kapal Tiongkok). Dalam penelitian ini menjelaskan wilayah
perairan Natuna yang berdekatan dengan garis ZEE Indonesia berbatasan
dengan nine dash line Tiongkok. Indonesia meyakini bahwa tidak ada dasar
legalitas dalam penangkapan ikan yang dilakukan Tiongkok di wilayah
perairan Natuna. Dalam pemerintahan Jokowi berfokus mengurangi angka
penangkapan ikan secara ilegal dan megaskan kedaulatan maritim yang
menjadi ancaman karena kehadiran kapal Tiongkok di perairan Natuna.
Hubungan Tiongkok dan Indonesia memanas karena kejadian penembakan
oleh TNI-AL terhadap kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna.

Tujuan dari penelitian tersebut agar mengetahui alasan mengapa
Indonesia melakukan penembakan terhadap kapal penangkapan ikan dari
Tiongkok di wilayah perairan Natuna tahun 2016 metode penelitian yang
digunakan melalui metode kualitatif dengan cara induktif untuk melihat teori
yang digunakan. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi
kepustakaan dengan melalui buku, penelitian, jurnal ilmiah serta laporan resmi
dari organisasi pemerintah maupun non-pemerintahan untuk mendapatkan
informasi. Fokus penelitian tahun 2016 yang dilakukan nelayan Tiongkok
dalam pencurian ikan di wilayah Natuna.

Upaya sekuritisasi dilakukan pemerintah Indonesia mencangkup
identifikasi ancaman dan mengambil tindakan yang dapat menimbulkan
dampak antar unit atau negara. Kehadiran kapal tiongkok di kawasan Natuna
dinilai menjadi ancaman bagi negara Indonesia sehingga mendorong tindakan
penembakan ke pelaku pencurian ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal
Tiongkok. Hal ini memicu reaksi pemerintah Tiongkok yang meyakini adanya

klaim tumpang tidih antara Tiongko dan Indonesia di kawasan Natuna.

21 Ray Maximillin Christianto Haryono. Sekuritisasi Kasus Illegal Fishing di Natuna Oleh
Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Penembakan Kapal Tiongkok). Universitas Katolik
Parahyangan.2017. <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/5707>



No

Indikator

Judul
Penelitian

Tujuan
Penelitian

Metode/
Fokus
Penelitian

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu (PT)

PT 1
Rijal Alam Muhammadi

Diplomasi Maritim
Indonesia Dalam
Menangani Praktik Illegal
Fishing Di Selat Malaka
Tahun 2014
Mengidentifikasi dan
menganalisis efektifitas
pemerintah Indonesia
dalam mengatasi illegal
fishing di Selat Malaka
pada tahun 2014.

Metode penelitian:

Studi Pustaka melalui
metode penelitian
kualitatif dengan
menyertai instrumen data
sekunder.

Fokus Penelitian:

Penulis membatasi dengan
menjadikan KKP dan
Bakorkamla sebagai
lembaga pemerintah
Indonesia berwenang

PT 2
Rahma Yeni Caniago

Diplomasi Maritim
Indonesia Terhadap
Vietnam Dalam Mengatasi
IUU Fishing Pada Era Joko
Widodo

Mendiskripsikan diplomasi
maritim Indonesia
terhadap Vietnam dalam
mengatasi lUU Fishing
Pada Era Joko Widodo.

Metode Penelitian:

Studi Pustaka melalui
Pendekatan kualitatif,
penelitian yang digunakan
dalam menyelidiki,
menemukan keistimewaan
dari fenomena sosial.
Fokus Penelitian:
Jangkauan waktu penelitian
yaitu tahun 2014 hingga
tahun 2018. Tahun 2014
dipilih karena isu IlUU

PT3
Muhammad Edrian Ekaputra

Kerjasama Keamanan
Maritim Indonesia-Australia
Dalam Menangani IUU
Fishing di Laut Arafura

Mendiskripsikan kerjasama
Indonesia dengan Australia
dalam menangani dan

memberantas IUU Fishing.

Metode Penelitian:

Studi Pustaka melalui metode
kualitatif dengan tipe
penelitian eksplanatif melalui
wawancara dan teknik studi
pustaka.

Fokus Penelitian:

Penulis membatasi masalah
dalam penelitian tahun 2008
hingga tahun 2016. Karena
tahun 2008 merupakan mulai
berlakunya Perjanjian

15

PT 4

Ray Maximillin Christianto
H

Sekuritisasi Kasus Illegal
Fishing di Natuna Oleh
Pemerintah Indonesia (Studi
Kasus Penembakan Kapal
Tiongkok)
Mengetahui alasan
penembakan yang dilakukan
Indonesia terhadap kapal
pencuri ikan asal Tiongkok
di Perairan Natuna dalam
kasus tahun 2016.
Metode penelitian:
Studi Pustaka melalui
metode kualitatif yang
melihat relasi antara teori
yang dipakai dengan
penelitian yang dilakukan
dengan cara induktif.
Fokus Penelitian:
Penulis membatasi kasus
pencurian ikan oleh kapal
nelayan Tiongkok tahun
2016.



4

5

Teori/
Konsep

Kesimpulan

dalam mengatasi masalah
illegal fishing yang fokus
kajiannya di jalur Selat

Malaka pada tahun 2014.

Diplomasi Maritim
Kepentingan Kelembagaan

- Tujuan diplomasi
maritim adalah untuk
mengatasi berbagai praktik
Transnational Organized
Crime termasuk
penangkapan ikan secara
ilegal di perairan
Indonesia. Indonesia
bekerjasama dengan
beberapa negara tetangga
untuk meratifikasi
beberapa perjanjian negara
kawasan seperti, Malacca
Strait Patrol (MSP),
Indian Ocean Tuna
Commission (IOTC), Asia
Pacific Fisheries
Commission (APFIC),
Southeast Asian Fisheries

Fishing mulai meningkat
dan serius pada masa
pemerintahan Joko Widodo
dimulai. Tahun 2018
mengikuti data terbaru yang
dapat diperoleh.

Diplomasi Maritim

- IUU Fishing merupakan
masalah yang dihadapi
Indonesia di bidang maritim
yang menjadi perhatian
utama Pemerintahan Jokowi
dalam upaya mewujudkan
Visi Poros Maritim Dunia.
Praktik penangkapan ikan
ilegal oleh KIA Vietnam
adalah pelaku IUU Fishing
tertinggi di Perairan Natuna
Utara menjadi masalah
maritim karena merugikan
dan berdampak pada
hubungan Indonesia dan
Vietnam.

- Indonesia melakukan
beberapa bentuk diplomasi
yang melibatkan personil

Lombok sebagai dasar hukum
bagi kerjasama Indonesia-
Australia dalam bidang
keamanan maritim.

Kejahatan Maritim

IUU Fishing

Keamanan Nasional

- Dalam upaya mengatasi
IUU Fishing, Indonesia dan
Australia melakukan
kerjasama secara multilateral
melalui Indonesia-Australia
Fisheries Surveillance Forum
dan Regional Plan of Action.
- Kepentingan antara
Indonesia dan Australia untuk
mengatasi ITUU Fishing dan
menciptakan keamanan
maritim di Laut Arafura,
kerjasama ini dilakukan
melalui berbagai kegiatan
seperti pembentukan konsep
kegiatan patroli terkoordinasi,
pelaksanaan patroli
terkoordinasi, pelatihan bagi
aparat pemerintah Indonesia,

16

Sekuritisasi

- Perairan Natuna adalah
perpotongan garis ZEE
Indonesia dengan nine dash
line Tiongkok. Indonesia
menganggap Tiongkok
tidak memiliki dasar
legalitas dalam
penangkapan ikan di
wilayah natuna sehingga
tidak diperbolehkan.

- Pencurian ikan yang
dilakukan Tiongkok sebagai
ancaman nyata oleh
Indonesia karena kehadiran
kapal penjaga pantai
Tiongkok yang mengawasi
kapal nelayannya ketika
melakukan penangkapan
ikan di wilayah Indonesia.
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Perbedaan
dengan
penelitian

Development Center
(SEAFDEC), dan lain
sebagainya.

- Diplomasi maritim
Indonesia dalam mengatasi
praktik penangkapan ikan
ilegal di Selat Malaka pada
tahun 2014 belum efektif,
karena kurangnya regulasi
dan sinergisitas yang
dimiliki oleh lembaga
negara Indonesia yang
berwenang dalam
mengatasi illegal fishing.

Penelitian ini membahas
tentang diplomasi maritim
Indonesia dalam
menangani praktik illegal

maritim serta berupa
diplomasi maritim melalui
perundingan pada level
negara. Indonesia
menyelenggarakan
International Maritim
Security Symposium
(IMSS). Simposium ini
bentuk diplomasi maritim
kooperatif

Indonesia pada level
multilateral

Dan Indonesia melibatkan
perwakilan BAKAMLA
sebagai agensi maritim
dalam pertemuan AMF dan
EAMF yang
diselenggarakan di
Indonesia.

Penelitian ini berfokus
mendiskripsikan diplomasi
maritim Indonesia
terhadap Vietnam dalam

serta pemberian bantuan
finansial dari pihak Australia
kepada Indonesia.

- IUU Fishing di Laut
Arafura, hubungan Australia
dan Indonesia terjalin dengan
baik keduanya melakukan
kerjasama dengan mencegah
ancaman IUU Fishing untuk
menjaga perdamaian di
kawasan perairannya.
Australia melihat kerjasama
ini dapat mencegah nelayan
Indonesia melakukan
penangkapan ikan di wilayah
laut Australia. Sedangkan
Indonesia melihat kerjasama
tersebut penting adanya
bantuan Australia, baik secara
teknis, finansial maupun
diplomatik menjadikan 1lUU
Fishing dalam forum PBB
sebagai kejahatan
Internasional.

Penelitian ini membahas
mengenai Kerjasama
keamanan maritim Indonesia
dengan Australia dalam isu
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Pengawasan kapal penjaga
pantai dianggap sebagai
upaya untuk menggagalkan
penegakan hukum
Indonesia, karena
menimbulkan ancaman jika
pelaku pencurian ikan tidak
dapat ditangkap.

- Ketika insiden Natuna
terjadi, sekuritisasi
dilakukan Indonesia karena
sebagai ancaman nyata dari
kegagalan usaha penegakan
hukum otoritas Indonesia
yang berdampak pada
penyebab tindakan khusus
penembakan kapal pencuri
ikan Tiongkok.

Penelitian ini menjelaskan
tentang sekuritisasi kasus
illegal fishing di Natuna
oleh pemerintah indonesia



fishing di selat malaka
tahun 2014. Sedangkan
penelitian yang akan di
tulis membahas tentang
diplomasi maritim dalam
mengatasi ITUU Fishing di
perairan Natuna 2014
sampai 20109.

Sumber : Diolah Oleh peneliti

mengatasi lUU Fishing
Pada Era Joko Widodo.
Sedangkan penelitian ini
mendiskripsikan diplomasi
maritim dalam penyelesaian
illegal fishing di perairan
Natuna.

IUU Fishing di laut Arafura
sedangkan penelitian yang
akan dibuat membahas
tentang diplomasi maritim di
perairan Natuna dalam
mengatasi ITUU Fishing.
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(studi kasus penembakan
kapal Tiongkok) di tahun
2016. Sedangkan penelitian
ini menjelaskan diplomasi
maritim dalam mengatasi
illegal fishing di perairan
Natuna pada tahun 2014-
2019.
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2.2 Landasan Konseptual

Landasan acuan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian
kali ini adalah teori Diplomasi Maritim dan konsep 1UU Fishing.

2.2.1 Diplomasi Maritim

Pengertian dari Diplomasi sendiri suatu seni untuk mengedepankan
kepentingan suatu negara dengan hubungan negara lain. Dapat di artikan
sebagai penerapan kebijaksanaan dalam melaksanakan hubungan resmi
antar pemerintah negara juga untuk memperluas hubungan wilayah
territorial dalam lingkup Internasional seperti lembaga Internasional atau
kerjasama untuk berdamai. Diplomasi maritim menurut Christian Le Miere
adalah alat yang digunakan pemerintah dan angkatan laut untuk mencapai
kepentingan suatu negara. Diplomasi sebagai manajemen dalam Hubungan
Internasional dan diplomasi maritim yang menggunakan domain maritim
penggunaan aset maritim untuk mengelola dan menangani ketegangan di

sektor maritim juga di terapkan dengan hukum laut Internasional.??

Diplomasi maritim sebagai sarana penting politik luar negeri untuk
kepentingan nasional agar bisa mengoptimalkan potensi kelautan sesuai
dengan hukum internasional dan ketentuan nasional. Diplomasi maritim di
Indonesia sebagai pelaksana politik luar negeri dalam aspek kelautan
ditingkat bilateral, regional dan global agar dapat memenuhi kepentingan
nasional Indonesia baik sipil maupun militer sesuai dengan ketentuan

hukum nasional dan hukum internasional.

Diplomasi maritim merupakan instrumen penting agar tercapainya
kepentingan suatu negara, dalam penggunaan diplomasi maritim Indonesia
untuk melihat dunia yang lebih luas dalam memberikan pengaruh baik
bagi lingkungan Internasional. Strategi diplomasi maritim bertujuan untuk

menjelaskan kapasitas suatu negara dalam masalah keamanan maritim

22 Christian Le Miere, Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges (New
York: Routledge, 2014), hal 7.



20

dapat diatur baik di dalam negeri maupun secara global untuk
meningkatkan kemampuannya dalam menguasai sektor maritim dunia. Hal
ini efisien digunakan sebagai kepentingan nasional dalam jangka panjang

dan menyediakan berbagai sumber daya.

Bentuk diplomasi maritim terdapat tiga bentuk yaitu diplomasi
maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif dan diplomasi maritim
koersif. Diplomasi maritim kooperatif memiliki beberapa tujuan yaitu
membangun pengaruh, membentuk koalisi dan membangun kepercayaan.
Diplomasi maritim persuasif diplomasi untuk meningkatkan pengakuan
Internasional terhadap kekuatan maritim maupun kekuatan nasional serta
membangun nilai suatu negara dalam ranah Internasional. Sedangkan
diplomasi maritim koersif merupakan diplomasi bertujuan untuk
menguasai suatu wilayah dengan mencapai tujuan melalui penggunaan

kekuatan angkatan laut.?®

Diplomasi maritim didefinisikan dalam dua cara: (1) penggunaan
instrumen kebijakan maritim (seperti Angkatan Laut dan penjaga pantai)
untuk mencapai kepentingan dan kebijakan luar negeri, dan (2) untuk
memecahkan masalah keamanan maritim menggunakan instrumen
diplomasi Internasional, seperti penetapan batas landas kontinen dan Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE).?*

Istilah Diplomasi maritim sebagai kegiatan di kawasan perairan
atau maritim sebagai tugas angkatan laut negara berdaulat, dengan
diplomasi maritim dapat mempengaruhi negara lain agar berinteraksi
menyelesaikan masalah maritim dalam melakukan perdamaian. Untuk
penggunaan ancaman angkatan laut atau tindakan perang di batasi oleh
pemerintah agar mencegah kerugian dan menjamin keuntungan, diplomasi
maritim disamakan dengan diplomasi angkatan laut.?® Dalam diplomasi

maritim terdapat tiga hal yang perlu dijadikan pedoman, yaitu:

23 Christian Le Miere, hal 13

24 James Kraska, Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy, and Diplomacy at

Sea (Santa Barbara: ABC CLIO, 2011).
25 Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia Oleh:
Muhammad Harry Riana Nugraha Dan Arfin Sudirman
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1) perlunya memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia;

2) perlunya memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam mengatasi
illegal fishing untuk kesejahteraan bangsa Indonesia;

3) perlunya mengupayakan win-win solution dari masalah pencurian ikan

ilegal yang dilakukan kapal asing.?®

Diplomasi maritim kooperatif menyelesaikan masalah terkait
keamanan maritim kerja sama antar aktor seperti pertukaran personel,
program pendidikan, operasi keamanan maritim, misi latihan bersama,
bantuan kemanusiaan dan menambah kekuatan pasukan maritim untuk
keselamatan dan keamanan maritim. Diplomasi maritim persuasif tindakan
pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas yang dimiliki
menciptakan wibawa suatu negara pada sistem Internasional agar
mendapat pengakuan negara lain dalam kontribusi keamanan maritim.
Diplomasi maritim koersif diplomasi bentuk terbuka menggunakan
ancaman untuk menghentikan atau membatalkan tindakan pihak lain yang
dapat dikatakan mengancam agar tujuan politik dapat dicapai, dilakukan

dengan kekuatan militer untuk pengamanan kepentingan nasional %’

Diplomasi maritim digunakan untuk mendukung kebijakan mulai
dari hukum hingga politik, sehingga diperlukan faktor-faktor pendukung

untuk mencapai diplomasi maritim diperlukan:

o Nasionalisme dan kedaulatan
Diplomasi maritim persuasif atau koersif, melalui misi kehadiran
angkatan laut menjadi alat untuk digunakan kekuatan angkatan laut
terbatas sebagai pilihan baik daripada perang dan kedudukan skala
penuh. Jika menggunakan perang maka identitas nasional akan
menurun di antara negara maju merosotnya nasionalisme dan

konsep kedaulatan absolut pada masalah pertahanan maritim yang

% Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. Oleh: Yanyan M. Yani Dan
lan Montratama. Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2.
2 Christian Le Miére, hal 13
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mendorong suatu negara agar menggunakan diplomasi maritim di
antara negara-negara maju.®
o Hukum Internasional
Untuk menyelesaikan perbedaan Internasional sesuai hukum
Internasional secara bertahap menyusun norma-norma Yyang
membatasi  tindakan dalam peperangan, Sistem  hukum
Internasional utama dalam domain maritim adalah United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Diselesaikan tahun
1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994. Konvensi tersebut
meresmikan zona wilayah laut dimana setiap negara dapat
mengklaim hak kedaulatannya. UNCLOS mengamanatkan semua
negara pihak dapat menggunakan negosiasi atau mekanisme
penyelesaian sengketa secara damai untuk menyelesaikan setiap
ketidaksepakatan yang belum terselesaikan.?®
o Kekuatan multipolar

Memperkenalkan sistem Internasional yang sangat tidak seimbang,
dalam hal tersebut diplomasi maritim dapat menjadi faktor
pendukung negara-negara yang memiliki kemampuan militer
rendah agar mempunyai keinginan dan kepercayaan untuk
menggunakan  kekuatannya dalam  menyelesaikan  suatu

permasalahnya.*

28 Christian Le Miere, hal 84.
2 Christian Le Miere, hal 87.
30 Christian Le Miere, hal 91.
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2.2.2 IUU Fishing

Illegal Fishing tindakan pencurian ikan secara tidak bertanggung
jawab dan melanggar kode etik dan hukum dilakukan oleh nelayan negara
asing. Penangkapan ikan secara ilegal termasuk penggunaan sumber daya
ikan yang melanggar aturan hukum. Kegiatan IUU Fishing ini merusak
potensi stok ikan melalui penggunaan pada alat tangkap dapat merusak
ekosistem laut, seperti penangkapan menggunakan racun, pemboman, serta
alat tangkap trawl. Penangkapan ikan ilegal didefinisikan oleh
International Plan of Action (IPOA) — lllegal, Unreported, Unregulated
(IUV) Fishing yang diprakarsai oleh FAO.3! Pengertian Illegal Fishing
adalah: “...Activities conducted by national or foreign vessels in waters
under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in
contravention of its laws and regulation. (Artinya praktik pencurian ikan
yang dilakukan oleh kapal negara lain di wilayah perairan di luar
yurisdiksi tanpa izin dari yurisdiksi tersebut, atau penangkapan ikan yang

melanggar peraturan perundang-undangan negara tersebut.).*?

IUUF (lllegal, Unreporterd and Unregulated) Fishing practices
pertama kali diangkat tahun 1997 dalam forum CCAMLR (Commision for
Conservation of Artartic Marine Living Resources). IUU Fishing
dikelompokan atas :

1)  lllegal Fishing, yaitu kegiatan pencurian ikan secara ilegal yang
dilakukan di wilayah perairan atau ZEE suatu negara tanpa adanya
izin dari negara tersebut.

2)  Unreported fishing, yaitu kegiatan pencurian ikan dalam wilayah
perairan teritorial atau ZEE suatu negara yang kegiatannya maupun

datanya tentang hasil tangkapannya tidak dilaporkan.

31 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Organisasi Antar
pemerintahan (Internasional) Organisasi Pangan dan Pertanian berada di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

32 Graflon, Quentin. 2011, The lllegal Fishing : From Perspective Sea Security and Law Sea

Borderness, Ozford University Press, New York.


https://www.neliti.com/id/libraries?org_type=5
https://www.neliti.com/id/libraries?org_type=5
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3)  Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan di wilayah
perairan atau ZEE suatu negara yang tidak sesuai dengan peraturan

yang berlaku di negara tersebut.

Pencurian ikan secara ilegal yang disebut dengan 1UU Fishing
termasuk dalam uraian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang
merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang perikanan. IUU Fishing diartikan secara harfiah sebagai kegiatan
penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan
penangkapan ikan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau
kegiatan yang tidak dilaporkan kepada lembaga atau badan perikanan

yang ada.*

3 Graflon, Quentin. 2011, The lllegal Fishing : From Perspective Sea Security and Law Sea
Borderness, Ozford University Press, New York.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Pertanyaan penelitian ini “Bagaimana diplomasi maritim Indonesia
untuk menangani masalah IUU Fishing perairan Natuna pada tahun 2014-
2019?” Maka peneliti membentuk kerangka berpikir untuk menjelaskan alur
dari penelitian. Adanya pencurian ikan ilegal di perairan Natuna dimana
praktik ITUU Fishing dilakukan oleh nelayan negara asing sebagai tindakan
kejahatan lintas negara (transnational crime). IUU Fishing menjadi perhatian
karena dapat di berbagai kawasan jika tidak ditanggapi secara serius oleh
masyarakat Internasional mengancam keamanan maritim suatu negara dan juga
keberlangsungan lingkungan laut dan mengancam sumber daya perikanan laut
global terutama negara yang memiliki wilayah perairan salah satunya negara

Indonesia.

Dalam menyelesaikan suatu penelitian diperlukan konsep dan teori
maka penelitian ini menggunakan konsep IUU Fishing dan teori diplomasi
maritim. 1UU Fishing singkatan dari lllegal, Unreported and Unregulated
Fishing, dimana IUU Fishing ini kegiatan pencurian ikan secara ilegal di
perairan wilayah Indonesia yang tidak dilaporkan baik operasional maupun
data penangkapan dan penangkapan ikan yang tidak mematuhi hukum
peraturan yang berlaku di Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia dalam
mengatasi IlUU Fishing perairan Natuna tahun 2014-2019 dengan melakukan
diplomasi maritim merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai
poros maritim dunia dan mendukung terciptanya perdamaian dan stabilitas
kawasan dengan menyelesaikan masalah maritim yang berdampak pada

masalah illegal fishing.

Dalam diplomasi maritim sendiri terdiri dari tiga bentuk diplomasi,
yaitu persuasive maritime diplomacy, cooperative maritime diplomacy dan
coercive maritime diplomacy,® Untuk mengatasi 1UU Fishing di perairan
Natuna, menggunakan ketiga bentuk diplomasi maritim karena tidak ada satu

kebijakan yang lebih penting daripada kebijakan lainnnya, fungsi ketiga bentuk

34 Miere, Christian Le. Maritime Diplomacy In The 21st Century: Drivers And Challenges. (New
York: Routledge, 2014).
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diplomasi maritim dapat membantu mengatasi permasalah IUU Fishing di
wilayah Indonesia salah satunya perairan Natuna. Diplomasi maritim
kooperatif tujuannya yaitu membangun pengaruh dan menekankan identitas
negara sebagai negara kepulauan dalam kerjasama Internasional. Diplomasi
maritim persuasif adalah diplomasi dengan tujuan meningkatkan pengakuan
Internasional atas kekuatan maritim maupun kekuatan nasional dan
membangun nilai suatu negara dalam ranah Internasional. Dan diplomasi
maritim koersif adalah diplomasi bentuk terbuka dengan menunjukkan
ancaman atau penggunaan kekuatan angkatan laut oleh aktor negara atau non-
negara yang dirancang untuk menarik lawan agar mundur untuk mencapai
tujuan politik.>® Perlunya mengatasi IUU Fishing di perairan Natuna ini
melalui diplomasi maritim agar suatu permasalah di suatu negara dapat
terselesaikan berikut kerangka berpikir untuk menyelesaikan permasalahan

dalam penelitian ini.

35 Christian Le Miere, hal 13
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Praktik //legal fishing di Perairan Natuna

!

lllegal fishing sebagai kejahatan transnasional dan IlUU

|

lUU Fishing di perairan Natuna sebagai ancaman maritim

|

lUU Fishing merugikan perkonomian dan sumber daya perikanan

!

Diplomasi Maritim

|

e Diplomasi Maritim Kooperatif

e Diplomasi Maritim Koersif

e Diplomasi Maritim Persuasif

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
Sumber : Diolah Oleh Peneliti




BAB Il1
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian
kualitatif deskriptif. Penelitian kulitatif dalah pendekatan untuk mengeksplorasi
dan memahami makna individu atau kelompok sebagai masalah sosial atau
manusia.®® Penelitian kualitatif digunakan peneliti untuk menganalisis
berdasarkan data-data yang terkumpul untuk diteliti secara lebih mendalam,
penulis menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke umum dan
menafsirkan makna data penelitian. Penelitian ini menampilkan data dan fakta
yang menggambarkan permasalahan berkaitan dengan Diplomasi maritim
Indonesia dalam masalah IUU Fishing di perairan Natuna dari segi praktik,

kebijakan, kerugian, strategi, penyelesaian dan lainnya.

Studi Pustaka melalui metode kualitatif deskriptif dan analitis dengan
pengumpulan data yang dilakukan pencarian data dari jurnal, artikel, buku,
majalah, surat kabar dan dokumen yang relevan. Penelitian ini menggunakan
analisis deskriptif untuk menjelaskan diplomasi maritim dari masalah Illegal
Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Natuna Tahun 2014-2019.

% Creswell, John W. “Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
4th ed.”, (California: SAGE Publications, Inc., 2014).
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3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah diplomasi maritim Indonesia dalam masalah
Illegal Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di perairan Natuna pada tahun
2014-2019. Pemilihan tahun 2014-2019 ini menandai masa pemerintahan Joko

Widodo jilid pertama yang menerapkan visi Indonesia menuju negara maritim.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari sumber langsung (data primer) dan
data diperoleh sumber tidak langsung (data sekunder). Metode pengumpulan
data peneliti telah melakukan melalui data primer yaitu wawancara dan
pengamatan dengan menggunakan data sekunder melalui buku, jurnal, artikel,

surat kabar dan website resmi dari media online.

1.  Data Primer data ini langsung dilakukan oleh penulis dari penelitian
lapangan melalui wawancara, adapun pihak atau narasumber yang
diwawancara dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
(BAKAMLA) Subdit Kerja Sama Luar Negeri oleh Lettu Vida Gessy
Zerlina, S.Hum sebagai anggota subdit Kerja Sama Luar Negeri
BAKAMLA. Untuk mendapatkan data dan informasi pengetahuan
dari subjek penelitian yang berkaitan dengan masalah diplomasi
maritim Indonesia menangani IUU Fishing perairan Natuna pada
tahun 2014-2019.

2.  Data Sekunder data ini dilakukan oleh penulis dari studi kepustakaan
melalui sumber data melalui dokumen, jurnal, berita dan website
resmi negara yang berasal dari Kementrian Kelautan dan perikanan
(https://kkp.go.id), Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI
(https://maritim.go.id), Kementrian Luar Negeri (https://kemlu.go.id),
Badan Kemanan Laut RI (https://bakamla.go.id) dan lainnya. Serta
mempelajari sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan diplomasi

maritim maupun IUU Fishing di perairan Natuna.
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3.4 Teknik Analisis Data

Analisisa data kualitatif adalah proses penelitian yang sistematis
dimulai dengan pengumpulan data, pemilihan data, pembandingan,
pengkategorian, penafsiran data dan penyatuan data. Metode penelitian
kualitatif ini menggunakan berbagai teknik pengembangan yang berbeda,
sesuai dengan Kkreativitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif menurut Miles dan Hubberman,®’ yang

meliputi kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data.

3.4.1 Kondensasi Data

Kondensasi data mengarah pada proses pemilihan, pemfokuskan,
penyerderhanaan, abstraksi dan transformasi data yang terdapat pada
catatan lapangan, catatan wawancara, dokumen maupun materi empiris

yang telah didapatkan.®

Kondensasi data bukan sesuatu yang terpisah dari analisis, menjadi
bagian dari analisis. Keputusan peneliti terhadap potongan data kode yang
akan menarik keluar, kategori label terbaik untuk meringkas sejumlah
potongan sehingga berkembang menjadi pilihan analitik. Data kondensasi
bentuk analisis yang mempertajam, fokus dan mengatur data sedemikian
rupa menjadi akhir kesimpulan yang bisa ditarik dan diverifikasi.
Kondensasi data ini mempermudah peneliti untuk memilih data yang akan
disajikan dalam penelitian menggunakan konsep diplomasi maritim terkait
mengatasi lIllegal Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di perairan
Natuna tahun 2014-2019.

37 Miles, Matthew B. 2014. Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Edisi ketiga.
(Amerika: Sage Publications, Inc) .
% 1bid, hal 31.
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3.4.2 Penyajian Data

Pada tahapan selanjutnya ialah penyajian data. Data disajikan
menjadi seperangkat berita atau informasi terstruktur dapat menarik
kesimpulan dan memberikan kesempatan untuk pengambilan tindakan.
Penyajian data untuk mengorganisasi data yang telah direduksi dan
menyusun dalam pola hubungan agar mudah dipahami. Penyajian data
dapat dilakukan dalam bentuk uraian deskritif, kolerasi antar kategori serta
diagram alur. Penyajian data tersebut dalam bentuk mempermudah peneliti
dalam memahami apa yan terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha
menyusun data yang relevan sehingga informasi diperoleh lengkap dapat
ditarik kesimpulannya dengan suatu makna yang dapat menjawab

pertanyaan penelitian.

3.4.3 Verifikasi Data

Pada tahap ini adalah tahap verikasi data dimana peneliti
melakukan penarikan kesimpulan yang diperolen dari hasil survei
penelitian. Verifikasi data atau pernarikan kesimpulan ini untuk
menemukan makna, keteraturan tata bahasa, penjelasan, alur sebab akibat
atau proposisi. Dalam melakukan tahapan ini, peneliti dapat memverifikasi
atau menganalisa data terlebih dahulu tentang diplomasi maritim dan
praktik Illegal Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di perairan Natuna.
Tahap akhir dari suatu penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dalam
analisis data dan menentukan kesimpulan dapat didiskusikan oleh dosen
pembibing agar kredibilitas hasil akhir penelitiannya.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis pada pembahasan Diplomasi Maritim

dalam masalah lllegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di perairan

Natuna tahun 2014-2019, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut :

Dengan diplomasi maritim Indonesia menggunakan tiga pendekatan
strategi diplomasi maritim yaitu diplomasi maritim persuasif, diplomasi
maritim kooperatif dan diplomasi maritim koersif. Ketiga ide gagasan
diplomasi maritim tersebut membantu negara Indonesia dalam
mengatasi masalah IUU Fishing di perairan Natuna dalam diplomasi
maritim kooperatif salah satu contohnya melakukan kerjasama
Indonesia dengan Malaysia dengan MoU “Common Guidelines
Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement
Agencies” dalam mengatasi IUU Fishing di perarian Natuna. Contoh
diplomasi maritim persuasif pemerintah Indonesia mengeluarkan peta
terbaru dan memperbaharui nama perairan Natuna menjadi Laut Natuna
Utara pada tahun 2017 untuk memaksimalkan lebar wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.
Sedangkan diplomasi maritim koersif pemerintah Indonesia melakukan
kebijakan penggelaman kapal yang melakukan penangkapan ikan di
perairan Indonesia termasuk perairan Natuna.

Adanya diplomasi maritim dapat membantu mewujudkan visi Indonesia
sebagai negara Poros Maritim Dunia dengan ke lima pilar utama dapat
mencapai kepentingan Nasional Indonesia dalam pemberantasan 1UU

Fishing melindungi keamanan maritim Indonesia dan memberikan



65

kesejahteraan kehidupan bangsa Indonesia dengan dapat menikmati
hasil potensi perikanan di perairan Indonesia khususnya di perairan
Natuna dan nelayan tidak kehilangan mata pencahariannya. Poros
maritim dunia di Indonesia ini menjadikan suatu perubahan Indonesia
menjadi negara maritim yang lebih baik namun belum dapat
menjadikan Indonesia negara maritim terbaik di dunia.

Dalam kebijakan mengatasi IUU Fishing di periaran Natuna dengan
melakukan penenggelaman kapal sudah sesuai dengan Undang-Undang
No. 31 Perikanan tahun 2004 tentang perikanan yang melakukan
penangkapan ikan secara ilegal dapat membuat pelaku jera dan
mengurangi angka pencurian ikan di Indonesia, juga lembaga yang
berperan didalam seperti TNI Angkatan Laut, POLAIR, KKP,
BAKAMLA, Satuan Tugas, dan lembaga instansi lainnya. Membantu
dalam melindungi wilayah kedaulatan dan sumber daya laut negara
Indonesia dan menyelamatkan potensi perikanan dalam mewujudkan

sumber daya perikanan untuk masa depan bangsa.
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5.2 Saran

Bardasarkan dari penelitian ini, penulis mendapatkan informasi dan

pengetahuan terkait Diplomasi Maritim dalam mengatasi Illegal Unreported and

Unregulated (IUU) Fishing di perairan Natuna dan juga memberika saran yang

dapat pemerintah Indonesia lakukan dan untuk penelitian selajutnya:

1.

Meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia terutama perairan
yang memilki sumber daya perikanan yang tinggi dan perairan yang
rawan praktik pencurian ikan illegal seperti perairan Natuna parairan
Arafura, perairan Maluku, perairan Sulawesi Utara dan perairan
lainnya.

Meningkatkan kerjasama antar negara dalam bidang kelautan dan
melakukan pertukaran informasi dengan negara-negara di berbagai
kawasan agar meningkatkan kapasitas dan kapabilitas terutama dalam
bidang 1UU Fishing.

Meningkatkan pengelolaan pemanfaatkan potensi perikanan di perairan
Indonesia dan dapat juga dilakukan kerjasama pengelolaan perikanan
dengan negara lain atau dengan negara yang melakukan penangkapan
ikan secara ilegal agar dapat mencegah negara lain melakukan

pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.
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